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 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) merupakan salah satu kebijaksanaan pembangunan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah negara tetangga. Kerjasama Ekonomi ASEAN yang dibentuk pada tahun 1992
 dilandasi suasana persaudaraan dengan mengutamakan rasa saling pengertian yang tinggi dan untuk menghadapi perkembangan dunia khususnya perdagangan bebas pada era globalisasi. Dalam KESR diciptakan keterkaitan (linkages) diantara daerah-daerah tertentu dari satu negara dengan daerah-daerah negara tetangga.

Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) memfokuskan diri pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, beberapa bentuk KESR di Asia Tenggara adalah; Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle (IMT- GT); Indonesia, Malaysia, Singapura-Growth Triangle (IMS-GT); dan Brunei darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Salah satu ciri khas pola pembangunan melalui KESR, yaitu keterkaitan dan pembangunan tersebut dihela oleh sektor swasta sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi. Selain itu sesuai dengan ciri bahwa anggota KESR merupakan daerah, maka Pemerintah Daerah diharapkan menjadi titik inti dalam pembangunan KESR tersebut.

Sejak dibentuknya kerjasama ekonomi sub-regional ASEAN pada tahun 1992, Hasil konferensi tingkat tinggi ASEAN telah meletakkan dasar dan bentuk kerjasama, antara lain di bidang ekonomi dan perdagangan, pangan dan pertanian, industri, pariwisata, investasi, pengembangan sumber daya manusia dan tenaga kerja, perkembangan kerjasama di kawasan tersebut nampaknya belum memperlihatkan manfaat yang optimal baik bagi pertumbuhan ekonomi wilayah maupun sumbangannya bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya koordinasi baik antar instansi ditingkat Pusat maupun antara Pusat dan Daerah. 

Di dalam kerjasama ekonomi regional ASEAN salah satunya bertujuan untuk mendorong dan mengantisipasi realisasi pasar bebas AFTA yang akan diberlakukan tahun 2003, telah dikembangkan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR). KESR dibentuk berdasarkan landasan yang bersifat strategis dan sejalan dengan dasar-dasar proses liberalisasi ekonomi dan perdagangan, yaitu: (1) Kedekatan geografis antar wilayah negara-negara peserta; (2) Komplementaritas faktor produksi antar wilayah/negara; (3) Peran dunia usaha sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi dan; (4) Peran pemerintah pusat maupun daerah sebagai fasilitator. 

Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) bertujuan: Memacu pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya keseluruh wilayah tanah air; Menggalakkan prakarsa dan peran aktif swasta dan masyarakat di daerah dalam pembangunan; Meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal, terpadu dan berwawasan lingkungan; Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 
Tujuan tersebut diatas sejalan dengan tujuan penciptaan scheme KESR yang telah disepakati oleh Kepala Negara ASEAN pada KTT V di Bangkok pada tahun 1995. KTT tersebut menghasilkan suatu agenda bagi peningkatan keterpaduan ekonomi ASEAN yang disebut “Agenda For Greater ASEAN Economic Integration” yang terdiri dari: (1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, (2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya, (3) Menarik kawasan KESR ke dalam lingkup pertumbuhan perekonomian ASEAN secara keseluruhan.
 

Faktor-faktor yang kondusif untuk pengembangan kerjasama Sub-Regional ASEAN adalah: Pertama, adanya saling ketergantungan di bidang ekonomi diantara ketiga kawasan pertumbuhan di ASEAN. Kedua, kesiapan sektor swasta dalam menghadapi persaingan global maupun dalam penyediaan dana investasi. Ketiga, adanya ikatan sejarah, budaya, perdagangan yang kuat diantara penduduk di ketiga kawasan pertumbuhan ASEAN. Empat, pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN mempunyai keinginan politik yang kuat  untuk memacu pertumbuhan ketiga kawasan pertumbuhan ASEAN secara bersama-sama. Lima, kawasan pertumbuhan ASEAN penting artinya dalam mengisi kerjasama ekonomi intra ASEAN dan dalam rangka persiapan menuju realisasi ASEAN Free Trade Area (AFTA). Enam, pesatnya perkembangan struktur produksi di kawasan pertumbuhan ASEAN yang menimbulkan dampak saling menguntungkan di dalam pengembangan usaha di bidang perdagangan, investasi, ketenaga kerjaan, pariwisata, pertanian, industri dan manufaktur, pengembangan prasarana, konstruksi, pembangunan sumberdaya manusia, alih teknologi dan jasa.
 

Realisasi kesepakatan KESR dilaksanakan melalui berbagai kesepakatan dan persetujuan  sebagai landasan kerjasama ekonomi sub-regional. Oleh karena itu perlu dipahami, ditindak lanjuti dan dimonitor perkembangannya. Banyak ragam dan tingkatan dari setiap proses kesepakatan kerjasama baik yang dilakukan oleh Pemerintah dari masing-masing negara maupun pihak swasta di KESR IMT-GT-IMS-GT dan BIMP-EAGA,  seperti: (1) Pertemuan Tingkat Menteri atau Ministrial Meeting (MM Meeting); (2) Pertemuan tingkat Pejabat Senior atau Senior Official Meeting (SOM Meeting); (3) Secara lebih teknis masih ada lagi forum-forum pertemuan sesuai dengan aspek dan proyek-proyek kerjasama, seperti Working Group, Sub-Working Group, Implementation Techinical Group, dll; (4) Joint Business Council (JBC) dan banyak lagi kelembagaan sejenis. Lembaga ini merupakan forum dan wadah kerjasama swasta antar negara yang terlibat, dan pemerintah bertindak sebagai mediator.

Indonesia memiliki peluang yang cukup besar dalam kerjasama pertumbuhan ASEAN karena memiliki potensi lahan, sumberdaya alam, sumberdaya manusia yang sangat mendukung serta potensi keberhasilan pembangunan perekonomian di Indonesia yang akan ikut mempengaruhi negara-negara khususnya di kawasan Asia Tenggara, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian Asia Tenggara. 

Indonesia dengan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang potensinya cukup besar berpeluang untuk dapat bersaing dengan negara lain di pasar bebas ASEAN maupun dalam rangka kerjasama ekonomi sub-regional. Sumber daya alam (SDA) yang terdapat di Indonesia menurut data dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) antara lain yaitu: Minyak dan gas bumi, Timber (kayu), Plantation Corps (Perkebunan), Const. Materialls (bahan-bahan bangunan), Marine Products (hasil-hasil laut), Minerals (barang-barang tambang), Livestock (peternakan), Fertilizer (pupuk) .
 Dimana sumber daya alam ini lebih banyak terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terutama daerah-daerah yang tergabung dalam kerjasama BIMP-EAGA.
Kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA dibentuk berdasarkan kesepakatan diantara negara-negara yang bersangkutan melalui Sidang Tingkat Menteri di Davao City, Philipina bulan Maret 1994. Daerah anggota BIMP-EAGA terdiri dari: Brunei Darussalam; Indonesia: Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan, NTT, NTB, Maluku dan Irian Jaya (kemudian Maluku Utara dan Gorontalo di tahun 2003 diikutsertakan); Malaysia: Negara Bagian Serawak dan Sabah; Philipina: Mindanao dan Palawan.

Tujuan pembentukan BIMP-EAGA adalah untuk mengembangkan kerjasama sub-regional antara negara-negara anggota dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut melalui kerjasama dalam sektor-sektor yang diprioritaskan, yaitu: perhubungan udara dan laut; perikanan; pariwisata; energi; kehutanan; pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas tenaga kerja.

Pada awal berdirinya BIMP-EAGA tahun 1994-1997 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menimbulkan optimisme dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang transportasi laut, udara dan darat. Hal itu, telah meningkatkan mobilitas manusia, arus barang dan jasa yang didukung oleh keterlibatan aktif sektor swasta dalam proses BIMP-EAGA.

Sedangkan dalam kurun waktur 1998-2000 BIMP-EAGA mengalami kemunduran yang disebabkan adanya krisis ekonomi Asia 1997, gangguan keamanan di beberapa anggota BIMP-EAGA dan terjadinya bencana kekeringan yang diakibatkan oleh El Nino. Sedangkan mulai bangkit kembali menemukan momentumnya dengan diadakannya BIMP-EAGA Leaders’ Meeting di Bali Oktober 2003 lalu.

Wilayah Indonesia yang masuk dalam prioritas atas cakupan kerja sama BIMP-EAGA umumnya merupakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
 yang sebagian besar terdapat di Kawasan Timur Indonesia, yaitu: KAPET Sasamba Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang terjalin dengan Sabah dan Sarawak di Malaysia dan Brunei Darussalam. Sedangkan KAPET Bitung di wilayah Sulawesi Utara terjalin bersama Sandakan, Zamboanga, dan Davao di Philipina. Namun khusus bagi Indonesia yang masa depan roda ekonomi nasional akan lebih banyak bertumpu diatas landasan kebijakan otonomi daerah, maka keberadaan forum BIMP-EAGA dapat berperan penting dalam menggerakkan pembangunan di daerah.

Dalam lingkup kapet Sasamba sendiri pihak Indonesia melaporkan tentang kesiapan dimulainya 7 proyek, yaitu : Airport Samarinda, Pembangunan Pelabuhan Palaran, Proyek Jembatan Mahkota II di Mahakam Kota, Proyek Jembatan Teluk Balikpapan, Pembangunan Pelabuhan Kariagau di Balikpapan, Pembangunan Jaringan Jalan Balikpapan - Samarinda - Bontang, dan Pembangunan Fasilitas Stadion untuk Pekan Olahraga Nasional di Samarinda.

Beberapa presentasi dilakukan oleh Kapet-kapet di wilayah Indonesia : Presentasi Kapet Manado - Bitung yang menawarkan peluang investasi power supply Geothermal dan industrial estate; Presentasi Kapet Bukari, menawarkan peluang investasi potensi sumber alam, perikanan, peternakan dan pariwasata; Presentasi Kapet Pare-pare, menawarkan peluang investasi sektor penyediaan kelistrikan, air bersih, telekomunikasi, transportasi dan industrial estate; Presentasi Kapet Khatulistiwa menawarkan peluang potensi investasi sektor kelapa sawit, jalan, pelabuhan laut dan udara; Presentasi Kapet Sasamba, menawarkan peluang investasi beberapa pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur antara lain pembangunan highway Balikpapan-Samarinda-Bontang.

Pemerintah juga menyadari bahwa kendala-kendala pembangunan seperti kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta kendala geografis yang relatif terisolasi merupakan masalah utama bagi pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Beberapa propinsi yang lebih cepat berkembang memiliki jumlah dan kualitas prasarana dan sarana yang relatif lebih baik dibandingkan propinsi lainnya, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, serta Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Begitu pula dengan jaringan transportasi, telekomunikasi, dan energi listrik, ketersediaan dan kualitas pelayanannya di wilayah KTI masih harus ditingkatkan. 

Kunci keberhasilan inisiatif kerjasama kawasan pertumbuhan ASEAN terletak pada kelancaran arus manusia, modal, barang dan jasa lintas batas negara, serta iklim investasi yang kondusif  dan komparatif bagi masuknya modal dari luar kawasan, khususnya dalam pengembangan industri yang berorientasi ekspor.

Penyediaan sarana transportasi darat, laut, dan udara bagi penumpang dan barang muatan, merupakan satu pra-syarat bagi keberhasilan kerjasama sub-regional BIMP-EAGA. Tanpa dukungan sarana transportasi, maka mobilisasi manusia yang akan bepergian dari satu negara ke negara lain, tidak mungkin dapat terlaksana. Demikian juga arus barang tidak dapat berjalan lancar dan pertumbuhan investasi akan mengalami penurunan bilamana sarana transportasi tidak tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Di samping itu peran sektor pemerintah sebagai fasilitator dalam kerjasama ekonomi sub-regional yang membuat kebijakan yang akan memberikan berbagai kemudahan dalam kerjasama ekonomi BIMP-EAGA sangat berperan penting di dalamnya, juga pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung dari adanya interaksi yang kuat antar sektor –baik pemerintah maupun swasta- dimana hal ini merupakan salah satu prasyarat keberhasilan inisiatif tersebut.

Dari uraian diatas penulis menemukan beberapa hal yang menggugah keingintahuan dan melatar belakangi penelitian mengenai pengaruh Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di  Indonesia :

1. Kerjasama kawasan pertumbuhan ASEAN Timur diharapkan akan mampu memberi andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan, dan diharapkan di masa datang Kawasan Timur Indonesia mampu menjadi pintu gerbang yang akan menghubungkan ASEAN dan kawasan Australia dan Pasifik. Untuk itu perlu dikembangkan dan diciptakan alternatif kerjasama yang mendorong peningkatan investasi dan perdagangan internasional. Aktualisasi potensi daerah yang optimal akan memberikan keuntungan yang optimal pula bagi kawasan tersebut. Usaha saling melengkapi dan menutup kelemahan dalam kerjasama kawasan sangat diperlukan. Karena itu diperlukan koordinasi yang baik dalam kerjasama pertumbuhan kawasan.

2. Selain potensi yang ada, bagi Kawasan Timur Indonesia, kendala yang dihadapi antara lain adalah faktor sumber daya manusia, masalah minimnya sarana komunikasi dan transportasi. 

3. Hubungan Internasional dalam arti luas mencakup semua pola hubungan aktor-aktor (negara maupun non-negara) yang melintas batas negara. Termasuk didalamnya interaksi internasional yang salah satu bentuknya adalah kerjasama ekonomi sehingga upaya dalam meningkatkan perekonomian khususnya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta mereduksi tingkat ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) seperti yang diutarakan dalam pertemuan BIMP-EAGA on Construction & Construction Material yang telah dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, 24 - 25 Juli 2003.
Dengan merujuk dan memperhatikan sumber permasalahan yaitu tingkat investasi, intensitas perdagangan dan minimnya sarana infrastruktur di KTI. Maka penulis ingin memfokuskan pembahasan masalah kepada, pengaruh Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dalam upaya pembangunan daerah di Indonesia terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI), untuk itu penulis berinisiatif mengambil judul : 

Pengaruh Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Terhadap Pembangunan Daerah Pinggiran di Indonesia

B.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, masalah-masalah yang akan di teliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dari kerjasama BIMP-EAGA terhadap pembangunan ekonomi daerah di Indonesia?

2. Sejauhmana kondisi fasilitas infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia?

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Indonesia terutama bagi daerah-daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia dalam menghadapi kerjasama ekonomi BIMP-EAGA?

4. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia dalam kerangka kerjasama ekonomi BIMP-EAGA?

5. Bagaimana prospek pembangunan daerah pinggiran di Indonesia melalui kerjasama ekonomi sub regional (KESR) BIMP-EAGA?

1. Pembatasan Masalah

Dan mengingat permasalahan penelitian begitu luas dan kompleks, penulis membatasi permasalahan agar tidak keluar dari topik yang dibahas, yaitu lebih difokuskan terhadap pelaksanaan kerjasama ekonomi sub regional (KESR) Brunei Darussalam; Indonesia; Malaysia; Philippines–East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) pengaruhnya terhadap pembangunan daerah pinggiran di Indonesia. Daerah pinggiran di sini adalah merupakan daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia yang terlibat dalam kerjasama BIMP-EAGA, dimana pembangunan ekonomi menjadi fokus utama dari penelitian ini yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi; peningkatan investasi dan intensitas perdagangan, tingkat pengangguran serta indeks pembangunan manusia di KTI. Dengan periodisasi waktu, periode tahun 1999-2004.  

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka untuk memudahkan penganalisaan dalam masalah penelitian ini, masalah dirumuskan sebagai berikut:

Sejauhmana kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) BIMP-EAGA memacu pembangunan daerah pinggiran di Indonesia?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. 
Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah upaya untuk mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai atau diharapkan dari sebuah penelitian, sehingga merupakan lanjutan dari identifikasi masalah. 


Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kerjasama BIMP-EAGA terhadap pembangunan ekonomi daerah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui sejauhmana kondisi fasilitas infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Indonesia terutama bagi daerah-daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia dalam menghadapi kerjasama ekonomi BIMP-EAGA.

4. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia dalam kerangka kerjasama ekonomi BIMP-EAGA.

5. Untuk mengetahui bagaimana prospek pembangunan daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia melalui kerjasama ekonomi sub regional (KESR) BIMP-EAGA.

2. 
Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, meskipun terbatas dan masih jauh dari sempurna, berupa referensi tambahan, membuka kemungkinan refleksi diri, tidak hanya berorientasi pada pemecahan masalah tapi menstimulasi penelitian selanjutnya untuk kepentingan pengembangan pengetahuan tentang pengaruh kerjasama regional bagi kebijakan pemerintah secara domestik yang berdampak bilateral, regional maupun internasional. Dibalik usaha kerjasama regional tersebut untuk menjaga eksistensi kawasan tersebut dan negara-negara di kawasan tersebut untuk menghadapi persaingan dalam sebuah sistem internasional.

2. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana strata satu (SI) jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

C.  Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Ketergantungan antara negara-negara dalam melakukan kehidupan negara dan bangsa memungkinkan suatu negara dan bangsa tadi saling berinteraksi dengan bangsa dan negara lain. Dalam menjalankan interaksinya suatu negara memiliki maksud dan tujuan yang harus dicapai dalam hubungan dengan negara lain tersebut. Interaksi ini biasa dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Untuk memberikan landasan tertulis yang kuat dalam menganalisa suatu permasalahan, maka penulis beranjak pada suatu aspek. Aspek yang ada yang terjadi dalam hubungan internasional dalam hal ini adalah aspek ekonomi, karena dalam melaksanakan serta meningkatkan kehidupan suatu bangsa, suatu negara dituntut untuk mengadakan suatu interaksi dengan negara lainnya dalam bidang apapun. 

Hubungan internasional merupakan suatu ilmu yang bersifat interdisipliner, maksudnya Hubungan Internasional memiliki hubungan dengan ilmu lainnya dalam usaha untuk mengkaji suatu masalah yang timbul walaupun perhatian utamanya tetap pada bidang hubungan antar negara dan antar pemerintah (Inter state and Inter governmental relations).

Robert Jackson dan George Sorensen menjelaskan mengenai definisi dari Hubungan Internasional, bahwa:

Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara tetapi juga dengan subjek lain seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, perubahan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, ketimpangan gender, keterbelakangan dan lain-lain

Dalam perkembangannya saat ini, studi Hubungan Internasional tidak saja mempelajari interaksi-interaksi yang berlangsung antara negara-negara yang berdaulat di dunia; tetapi juga mempelajari aktor bukan negara (non-state actor) yang perilakunya memiliki pengaruh sendiri terhadap hubungan antar bangsa.

Tujuan dari studi Hubungan Internasional bukan lagi mempelajari isu-isu utama dalam perang dunia ataupun menggambarkan perkembangan internasional terbaru, tetapi menciptakan teori yang menjelaskan berbagai fenomena internasional dan bahkan dalam beberapa kasus mengusulkan pembentukan suatu ‘ilmu pengetahuan’ Hubungan Internasional yang bersifat umum dan produktif.
 

Dengan demikian, Hubungan Internasional dapat dimaknai sebagai interaksi yang melibatkan fenomena sosial –menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan- yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat pemerintah maupun non pemerintah, termasuk kajian mengenai kondisi-kondisi relevan yang mengitari interaksi tersebut. 

Dari batasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang dilakukan menyangkut aspek-aspek kehidupan manusia, dimana salah satunya adalah aspek ekonomi. Jadi pernyataan di atas berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa di bidang ekonomi yang dapat membentuk kerjasama ekonomi antar bangsa atau negara. 

Dalam Hubungan Internasional, negara harus menyadari bahwa kepentingannya berbeda dan dibatasi oleh kepentingan negara-negara lain. Untuk menyelaraskan dan memenuhi kepentingan nasional dari setiap negara diperlukan sebuah kerjasama. Secara singkat, kerjasama dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan atas unsure paksaan dan telah terlegitimasi.

Sementara dalam perkembangannya, definisi kerjasama dari pemikiran neoliberal institusionalis adalah ketika para aktor menjalankan interaksi secara berkelanjutan satu sama lain, dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing aktor. Interaksi ini tidak hanya berlaku bagi isu keamanan, tapi juga masalah HAM (Hak Asasi Manusia), lingkungan, imigrasi, dan isu ekonomi. Kerjasama ini bisa saja diwadahi dalam suatu institusi, tapi keberadaannya tidak menjamin akan adanya kerjasama.
  

Interaksi dalam hubungan Internasional menghendaki adanya kerjasama internasional, oleh karena dalam kerjasama internasional mengkukuhkan kerangka hubungan internasional yang saling percaya dan saling pengertian, dengan demikian arah dari hubungan internasional itu dapat ditentukan pada pola yang saling menguntungkan. Sejalan dengan pemikiran tersebut Koesnadi Kartasasmita memberikan definisi kerjasama internasional sebagai berikut:

“Kerjasama internasional: kerjasama terjadi karena ‘nation understanding’ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama serta keinginan internasional dan saling membutuhkan. Kerjasama itu sendiri didasari oleh kepentingan bersama, diantara negara-negara namun kepentingan tersebut tidak identik.” 

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional (national interest) dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. 

Dengan adanya kerjasama, maka akan timbul dampak yang menguntungkan pula dibandingkan dengan hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Pentingnya fungsi kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta–fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna
.

Aspek ekonomi merupakan suatu hal yang fundamental dalam masyarakat modern karena dengan kemajuan di dalam pengetahuan maka kebutuhan manusia menjadi meningkat hal ini menyebabkan kelangkaan, kelangkaan ini yang menyebabkan timbulnya ilmu ekonomi karena dengan bertambahnya manusia, maka kebutuhan manusia pun akan bertambah pula, hal inilah yang akan menimbulkan kelangkaan karena harus memproduksi lebih dulu. 

Seperti yang diutarakan oleh Boediono mengenai batasan ekonomi Internasional. “Ekonomi Internasional adalah antara lain aktifitas yang ditimbulkan oleh ekonomi dari saling ketergantungan unit-unit politik yang melintasi batas-batas negara dan bersifat internasional.”

Menurut Sobri, “Adapun objek dari ekonomi internasional adalah terdiri dari perdagangan internasional, bantuan luar negeri dan penanaman modal asing.”

Pendapat lain menjelaskan mengenai tujuan dari ekonomi internasional itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh R.E.A Ma’moer adalah: “Tujuan ekonomi internasional adalah untuk mencapai kemakmuran yang lebih tinggi dari umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional adalah merupakan suatu bentuk kerjasama agar kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi oleh negara lain”
.  
Tujuan dari ekonomi internasional menurut Dominic Salvatore adalah sebagai berikut: 

Untuk mencapai tingkat kemakmnuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan Ekonomi Internasional adalah kerjasama Bantu membantu antar bangsa dan negara. Dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh persediaan di dalam negeri dapat dipenuhi melalui bantuan atau kerjasama dengan negara lain.
 

Menurut T. May Rudy, pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Menurut penganut paham regionalis, kerjasama regional lebih penting dibandingkan dengan kerjasama universal, karena : (1) Adanya kecenderungan alami menuju regionalisme yang didasarkan atas suatu homogenitas dari kepentingan, tradisi serta nilai-nilai dari kelompok kecil suatu kehidupan bertetangga. (2)  Integrasi politik, ekonomi, serta sosial akan lebih mudah diraih dengan jumlah negara yang lebih sedikit dengan ruang lingkup yang lebih sempit. (3)Ancaman internal terhadap perdamaian akan segara diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah di wilayah tersebut dibandingakan dengan upaya-upaya penyelesaian suatu konflik dengan jangkauan yang lebih luas
.

Berhubungan dengan tema penelitian yaitu mengenai region, region (kawasan) bisa didefinisikan dengan menyandarkan atau menekankan kepada basis geografi dari negara-negara yang di kaji. Penekanan pada basis geografi ini cukup beralasan karena pada kenyataannya geografi adalah sebuah kriteria yang paling permanen dibandingkan dengan kriteria sosial lainnya
. Sehingga studi kawasan dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kawasan tertentu yang biasanya terdiri dari sekumpulan negara-negara yang jarak antar ibukotanya saling berdekatan dan disatukan oleh kemiripan-kemiripan seperti bahasa, agama, kebudayaan, sumber perekonomian, latar belakang sejarah, etnis, dan arah politik
.

Kawasan dalam konteks Hubungan Internasional memilki arti penting untuk dapat memahami interaksi-interaksi yang terdapat antar negara-negara yang dapat dikelompokkan secara geografis. Sejauh ini, kawasan dalam hubungan internasional diartikan sebagai suatu pendekatan level menengah (middle level approach), yang digunakan untuk memahami atau menganalisis suatu wilayah yang pada dasarnya terdiri atas negara-negara yang meliputi rangkaian bidang ekonomi, organisasi, politik, keamanan, dan sosial budaya
. Menurut Norman D. Palmer istilah kawasan didefinisikan sebagai berikut :

“Region may described in terms of level analysis an increasingly important level between the nation-state and international institutions. They are also geographic home for a variety of political, economic, social, and cultural systems. The concept of regional systems or subordinate system is particularly useful for political analysis”
. (Kawasan bisa diuraikan dalam kaitannya dengan tingkatan analisa adalah suatu tingkatan yang penting antar negara-bangsa dan institusi internasional. Kawasan merupakan tempat berkumpulnya kesatuan geografik untuk berbagai system baik politik, ekonomi, sosial, dan sistem budaya. Konsep dari sistem regional atau sistem subordinat yang bermanfaat untuk analisa dalam sebuah system politik.
Sub Regional Economic Cooperation atau yang lebih dikenal dengan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) di Asia Tenggara muncul sebagai akibat fenomena regionalisme perdagangan dunia dewasa ini, khususnya menjelang penghujung abad 20. Menurut Bary Buzan suatu kawasan adalah sebagai berikut: Ditinjau dari peringkat analisa, Barry Buzan mengkalsifikasikan region sebagai peringkat analisa yang menjembatani antara peringkat analisa negara dan sistem internasional.

Beberapa teoritisi lain mengklasifikasikan suatu kawasan dalam lima karakteristik
.:

1. Negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis.

2. Mereka memiliki pula kemiripan sosio-kultural.

3. Terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional.

4. Kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional

5. Adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.


Pendapat lain mengenai konsep region diberikan pula oleh Louis Cantori dan Steven Spiegel. Dimana mereka menggolongkan kawasan sebagai berikut:“kawasan sebagai: Dua atau lebih negara yang selain berinteraksi; Memiliki kedekatan geografis; kesamaan etnis, budaya, bahasa; keterkaiatan sosial dan sejarah; Perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan-tindakan di luar kawasan.” 


Kriteria yang paling umum digunakan untuk mengelompokkan negara-negara ke dalam kawasan-kawasan adalah:

1. Kriteria geografis: mengelompokkan negara-negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan lain-lain, misalnya Asia dan Eropa.

2. Kriteria politik/militer: mengelompokkan negara-negara berdasarkan keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan orientasi ideologis dan politik: misalnya NATO dan Pakta Warsawa.

3. Kriteria ekonomi: mengelompokkan negara-negara berdasarkan criteria terpilih mengenai perkembangan (pembangunan) ekonomi, seperti GNP dan output industri, sebagai contoh negara-negara industri vs negara-negara terbelakang.

4. Kriteria transaksional: mengelompokkan negara-negara berdasarkan jumlah dan frekuensi pertukaran penduduk, barang/jasa, seperti para imigran, turis – misalnya Amerika Serikat dan Kanada.
 

Lynn H. Miller menyebutkan bahwa organisasi regional dibagi dalam tiga type umum, yaitu:

1. Cooperative, adalah bentuk tipe organisasi regional yang memiliki tujuan yang luas dan aktivitas yang melintasi batasan yang melintasi batasan yang memisahkan antara masalah politikl dan militer serta masal;ah yang diklasifikasikan sebagai isu ekonomi dan social. Contohnya, Liga Bangsa Arab, Council of Europe, dan Organization American State.

2. Alliance, adalah tipe organisasi regional yang menempatkan orientasi militer dan politiknya untuk menjaga keamanan terhadap ancaman eksternal. Contohnya: NATO, Western European Union.

3. Functional, adalah tipe organnisasi regional yang mempromosikan kolaborasi dalam ekonomi, social, atau politik tanpa memperdulikan atau sedikit saja memperhatikan masalah keamanan. Contohnya, European Coal and Steel Community, European Economic Community, dan Benelux Economic Union.

Pemenuhan daripada kepentingan nasional dan tujuan suatu negara didasari oleh faktor pengaruh yang akan ditimbulkan oleh suatu negara yang terlibat dalam suatu kerjasama internasional –baik bilateral maupun multilateral- tersebut. Seperti yang terdapat pada pendefinisian menurut K. J. Holsti menjelaskan konsep pengaruh, yaitu: 

Pengaruh pada dasarnya merupakan perangkat untuk mencapai tujuan. Beberapa pemerintahan atau negarawan akan mencari pengaruh untuk kepentingan negaranya, tetapi hanya merupakan alat, seperti halnya uang. Mereka mempergunakannya terutama untuk mencapai atau mempertahankan tujuan lain termasuk prestise, keutuhan wilayah, semangat nasional (berupa pembangunan nasional), bahan mentah, keamanan atau persekutuan.

Kemudian Anak Agung Banyu Perwita memberikan kesimpulan mengenai konsep pengaruh itu sendiri bahwa 

kegiatan saling mempengaruhi dapat terjadi dalam aspek kehidupan manusia di antaranya aspek ekonomi dan aspek politik. Faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi hasil politik begitu juga sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa dinamika hubungan internasional umumnya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik.
 

Karena adanya pengaruh serta hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, maka ekonomi dunia pun mengalami perubahan yang sangat drastis dalam dua setengah abad belakangan ini. 

Salah satu paradigma dalam ekonomi dunia yaitu munculnya kerjasama ekonomi sub regional. Di Asia, growth area itu mengambil bentuk: growth triangle (segitiga pertumbuhan, STP) dan polygon seperti STP. S. Tumen, Cina Selatan, IMT (Indonesia, Malaysia, Thailand), SIJORI (Singapura, Johor, Riau) – yang kemudian berganti nama menjadi IMS (Indonesia, Malaysia, Singapura) dan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East Asean Growth Area).

Definisi kerjasama ekonomi sub regional, menurut Departemen Luar Negeri RI adalah sebagai berikut:

Kerjasama ekonomi sub-regional merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang keanggotaannya meliputi daerah-daerah di sekitar perbatasan antara satu negara dengan negara-negara lainnya. Kerjasama tersebut dibentuk berdasarkan atas prinsip keterbukaan dalam pengembangan wilayah (open regionalism) dan bukan pada pembentukkan blok ekonomi yang bersifat tertutup (closed regionalism).

Prinsip keterbukaan dalam pengembangan wilayah tersebut ditandai oleh, (1) Mengedepankan akan arti pentingnya kekuatan pasar dalam mempromosikan kerjasama ekonomi regional dan perdagangan intra regional, (2) Bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dalam memfasilitasi barang-barang publik yang diperlukan untuk memudahkan kerjasama ekonomi regional dan perdagangan intra regional, dan yang sangat penting adalah, (3) penghindaran terhadap diskriminasi dalam perdagangan internasional.
 

Definisi kerjasama ekonomi sub regional lain menjelaskannya sebagai suatu bentuk kerjasama kelompok kecil (mini groupings) yang berkemungkinan besar berhasil dan di dalamnya beranggotakan aktor-aktor yang sejenis, baik secara budaya, sejarah dan karakter dari kawasan tersebut.

Sedangkan bagi pemikiran neorealis berdasarkan pendekatan stage-theory, maka kerjasama ekonomi sub regional adalah hasil pola evolusi atau pertumbuhan dari integrasi kerjasama ekonomi, baik secara sistem, kawasan dan domestik.

Hal-hal tersebut diatas akan membuka daerah-daerah pinggiran (marginal) untuk lebih memusatkan kepada pengintegrasian pasar bukan pengintegrasian kelembagaan, dan sektor swasta sebagi prioritas utama terutama sektor usaha kecil dan menengah, dan memperoleh keuntungan dari  investasi dan perdagangan lintas batas.

Terkait dengan kerjasama ekonomi sub regional (KESR), Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Maka penulis akan menjelaskan mengenai kerjasama BIMP-EAGA itu sendiri serta konsep Growth Area di Asia Tenggara. 

BIMP-EAGA merupakan inisiatif kerjasama ekonomi sub-regional di antara empat anggota: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Philipina. Salah satu ciri khas pola pembangunan melalui KESR, BIMP-EAGA, yaitu keterkaitan dan pembangunan tersebut dihela oleh sektor swasta sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi. Selain itu sesuai dengan ciri bahwa anggota KESR merupakan daerah, maka Pemerintah Daerah diharapkan menjadi titik inti dalam pembangunan KESR tersebut.

Seperti dijelaskan dalam BIMP-EAGA Portfolio, bahwa: 

“While the foregoing scenario is perceivably of political nature, it must be emphasised that EAGA is not a government program, but rather a joint public-private sektor mechanism for bringing investment and trade opportunities to the business community, through initiatives of the four member governments.” (Sementara skenario untuk ke depannya dapat dipahami mempunyai kebijakan politis, namun harus ditekankan bahwa EAGA bukanlah merupakan program pemerintah, tetapi lebih suatu mekanisme kerjasama antara sektor pemerintah-swasta untuk membawa arus investasi dan peluang perdagangan kepada lingkungan bisnis, melalui inisiatif/prakarsa keempat pemerintah negara anggota)

Sedangkan konsep dari Growth Area itu sendiri mengandung pengertian sebgai berikut:

Kawasan pertumbuhan (Growth Area) yang pada umumnya melibatkan negara-negara yang mempunyai tingkat pembangunan yang masih rendah, dimana daerah-daerah di negara-negara tersebut mengalami dukungan yang masih kurang dari segi pemerataan pembangunan jangka panjang oleh pemerintah pusat mereka (masing-masing negara).
 

Skema kerjasama ekonomi sub regional atau Growth Area merupakan strategi empat negara ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial terutama di daerah-daerah tertinggal di Asia Tenggara, seperti penjelasan Asian Development Bank (ADB) mengenai BIMP-EAGA, bahwa: “Subregional economic cooperation schemes or growth areas have emerged as an increasingly important strategy for accelerating economic growth and social development particularly in the less developed areas of Southeast Asia in the 1990s.”
 (Rencana Kerjasama ekonomi Subregional atau area/kawasan pertumbuhan sudah muncul sebagai suatu strategi yang sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial terutama sekali di area dengan pembangunan yang masih rendah di Asia Tenggara di tahun 1990).

Kemudian landasan utama dibentuknya skema kerjasama BIMP-EAGA adalah untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang wajar di kawasan Asia Tenggara dan juga untuk menopang roda pembangunan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penjelasan di bawah ini,

To promote subregional economic and trade activities, the governments of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and Philippines in 1994 formally launched an economic cooperation initiative, BIMP-EAGA. The fundamental goal of BIMP-EAGA is to realize equitable and sustainable economic development based on high value added agro-industry, natural resources-based manufacturing, and high-grade tourism.
 (Untuk mempromosikan ekonomi subregional dan aktivitas perdagangan, pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Pilipina di tahun 1994 meluncurkan suatu inisiatif/prakarsa kerjasama ekonomi, BIMP-EAGA. Tujuan BIMP-EAGA yang utama adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang berlandaskan pada nilai tambah tinggi di sektor agro-industry, pabrikasi berbasis sumberdaya alam, dan pariwisata berkualitas tinggi)
Kemudian Sondakh memaparkan mengenai tujuan dari kerjasama BIMP-EAGA ini, bahwa: BIMP-EAGA dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi komplementaritas dan skala ekonomi sebagai determinan pertumbuhan regional dan daya saing ekonomi sub regional. Bagi Indonesia, BIMP-EAGA tidak hanya penting untuk menjawab tantangan liberalisasi perdagangan tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pinggiran.

Terkait dengan tujuan yang dipaparkan diatas maka Asian Development Bank (ADB) memberikan arahan mengenai langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh negara-negara BIMP-EAGA, yaitu: 
1. Developing supportive physical and social infrastructure with effective cross-border linkages; (Mengembangkan dukungan infrastruktur phisik dan sosial dengan hubungan lintas batas yang efektif) 

2. Further promoting peace and stability so that BIMP-EAGA offers a cost effective and secure destination for investments; (Lebih lanjut mempromosikan perdamaian dan stabilitas sehingga BIMP-EAGA menawarkan biaya yang efektif dan memberikan keamanan untuk tujuan investasi) 

3. Promoting small and medium industry, including in the field of agribusiness, to unleash the region's comparative advantage; (mempromosikan industri kecil dan menengah, mencakup dalam bidang agribusiness, untuk melepaskan daerah dari keunggulan komparatip)
4. Promoting tourism; and. (Mempromosikan Pariwisata)
5. Developing institutional mechanism for business and trade facilitation.
 (Mengembangkan mekanisme kelembagaan untuk bisnis dan pemberian kemudahan untuk perdagangan)
Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) diharapkan dapat memacu pembangunan ekonomi. 

Dengan mengacu dari kesimpulan tersebut penulis akan menjelaskan pengertian dari definisi pembangunan, pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi Indonesia, dan pembangunan daerah.

Pembangunan secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah proses dari tidak menjadi ada. Myrdal, misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh system sosial.

Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (growth with change), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Ini dilandasi argumen adanya dimensi kualitatif yang jauh lebih penting dibanding pertumbuhan ekonomi. 

Para proponen strategi “pertumbuhan dengan distribusi”, atau “redistribusi dari pertumbuhan”, pada hakekatnya menganjurkan negara sedang berkembang (NSB) agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi (memperbesar “kue” pembangunan) namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi “kue” pembangunan tersebut. Ini bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan tenaga kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah. Dengan kata lain, syarat utamanya adalah orientasi pada sumber daya manusia, atau ada yang menyebut sebagai orientasi populisme dalam pembangunan.

Tujuan pembangunan adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pembangunan itu sendiri paling tidak mempunyai tiga sasaran :
1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti : sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan keamanan.

2. Meningkatkan taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian akan harga diri baik individual maupun nasional.

3. Memperluas jangkauan ekonomi dan sosial bagi semua individu dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan tidak hanya dalam hubungan dengan orang dan negara lain, akan tetapi juga dari sumber kebodohan dan penderitaan manusia
.
Dan dalam upaya untuk menuju hal-hal tersebut maka faktor yang terpenting adalah dengan mengerahkan sumber-sumber daya terutama sumber daya manusia.

Definisi pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Dan menurut Mudrajad Kuncoro, bahwa pembangunan ekonomi dinyatakan sebagai berikut: 

Pembangunan ekonomi di tiap negara berbeda-beda……..pembanguan ekonomi sebagai kemajuan ekonomi atau kenaikan kesejahteraan ekonomi. Peningkatan riil per kapita hanyalah merupakan sebagian dari indeks kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan mengandung pertimbangan nilai mengenai tingkat distribusi pendapatan yang diinginkan.

Kenaikan pembangunan merupakan indikator utama pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan fisik maupun ekonomi. sejalan dengan pemikiran Mudrajad Kuncoro, Sondakh juga memberikan definisi tersendiri mengenai pembangunan, dimana pembangunan pada dasarnya tidak hanya pembangunan fisik dan ekonomi. Penjelasan Sondakh mengenai pembangunan sebagai berikut, bahwa:

Pembangunan dalam arti yang lebih fundamental tidak hanya pembangunan fisik dan ekonomi. harus seperti yang diamanatkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ialah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruhnya. Karenanya, pembangunan itu mengangkat harkat dan martabat manusia, mampu menghormati hak-hak sosial, ekonomi dan politik masyarakat/individu, tetapi juga masyarakat mampu menyadari dan menunaikan kewajibannya.

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan fisik dan ekonomi tidak otomatis telah berarti sebagai suatu kemajuan. Diinginkan keberhasilan pembangunan dalam arti development dan bukan “developmentalisme”
. Pembangunan dalam pengertian developmentalisme hanya melihat keberhasilan pembangunan menurut ukuran fisik dan atau secara teoritis hanya menurut ukuran efisiensi
.

Hanya saja, keberhasilan development dominan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi maka strategi pembangunan ekonomi sebagai bagian integral dan pokok dari development tetap harus ampuh.

Dari latar belakang tersebut, pembangunan ekonomi mempunyai indicator-indikator kunci yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 Indikator yaitu Indikator ekonomi dan indikator sosial: 

Pembangunan mempunyai indikator-indikator kunci yang dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Indikator ekonomi, antara lain: GNP per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita dengan Purchasing power parity.

2. Indikator sosial, antara lain: (1) Indeks Mutu Hidup
, Indeks Mutu hidup merupakan indeks komposit (gabungan) dari 3 indikator: harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian, dan tingkat melek hurup; (2) Human Development Index (HDI).   

Menurut Muslirain Nasution definisi pembanguan ekonomi Indonesia adalah “Segenap upaya pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan untuk meratakan pembangunan dan mengatasi masalah kemiskinan. Sejalan dengan meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan stabilitas. Semuanya itu diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, serta untuk memperkokoh ketahanan dan meningkatkan daya bersaing perekonomian rakyat Indonesia.”
 

Sesuai dengan amanat GBHN 1999, tujuan program pembangunan nasional (Propenas) di bidang ekonomi dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup selama 5 tahun mendatang (2001-2005) adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan ini akan dicapai dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Upaya tersebut berbasiskan pada sumberdaya alam (darat, laut dan udara) dan lingkungan yang terkelola dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat melalui pendelegasian wewenang pengelolaannya kepada pemerintah daerah; dan berbasis sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Adapun sasaran umum Propenas di bidang ekonomi dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah tercapainya pemulihan ekonomi dengan cepat, menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin, terjaminnya ketersediaan barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, meningkatnya daya saing dan efisiensi kegiatan usaha nasional, terciptanya struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya dan lebih meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan, termanfaatkannya sumberdaya alam secara berkeadilan antar generasi, terlindunginya kawasan-kawasan sumberdaya alam, dan tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pembangunan daerah merupakan salah satu faktor yang mengindikasikan bahwa pembangunan nasional berjalan dengan baik. Kemudian definisi pembangunan daerah itu sendiri adalah sebagai berikut:

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan pelbagai pembangunan pada berbagai bidang serta masyarakat yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan.

Dari pembatasan masalah penelitian ini dapat dilihat bahwa daerah pinggiran (periphery) dalam konteks penelitian ini merupakan daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia yang terlibat dalam kerjasama BIMP-EAGA, atau merupakan daerah yang jauh dari campur tangan pusat (center), padahal secara sumber daya alam daerah-daerah tersebut memiliki sumber-sumber daya potensial di dalamnya. Maka dibawah ini akan dijelaskan mengenai pembangunan di KTI.

Mengingat ketertinggalan wilayah timur Indonesia dan untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama KTI, pemerintah telah membentuk Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dengan Keppres No. 12 tahun 1993 dan kemudian diperbaharui menjadi Keppres No. 55 tahun 2001. Sesuai dengan Keppres tersebut, KTI terdiri dari 14 wilayah propinsi. Ke 14 propinsi tersebut adalah Kalimantan Barat; Kalimantan Tengah; Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; Nusa Tenggara Barat; Nusa Tenggara Timur; Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Sulawesi Selatan; Sulawesi Tenggara; Gorontalo; Maluku Utara; Maluku; dan Propinsi di Irian Jaya.

Tujuan pembangunan KTI adalah: mengurangi ketimpangan antar daerah, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesiapan KTI menghadapi perdagangan bebas, dan mempertahankan integritas NKRI. Prioritas pembangunan di KTI adalah pengembangan bandara, infrastruktur energi, dan pariwisata. Hambatan infrastruktur harus segera diatasi agar dapat menarik investor dan menekan biaya produksi barang dan jasa.

Visi percepatan pembangunan KTI hingga tahun 2010 yaitu: “Terwujudnya Kawasan Timur Indonesia sebagai kawasan yang maju, berkelanjutan, mempunyai kesetaraan akses ekonomi dan keberdayaan antarkawasan serta menjadi bagian tatanan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Wilayah KTI mencakup 68% dari total wilayah Indonesia, sedangkan penduduknya hanya 20% penduduk Indonesia. Permasalahan pembangunan di KTI adalah: penyebaran penduduk yang tidak merata, kualitas dan kuantitas sember daya manusia yang terbatas, dan infrastruktur yang terbatas. 

Apabila dilihat dari indikator ekonomi, harus diakui perdagangan bebas BIMP-EAGA telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di KTI meningkat pesat selama 2 tahun terakhir. PDRB Kalimantan Tengah (Rp. 11,854 milyar/2001, atau meningkat 9% dari tahun 2000), Kalimantan Barat (Rp 17,968,16 milyar/2000, kemudian meningkat 4,74% ditahun 2001), Sulawesi Tengah (Di tahun 2001, total PDRB mencapai Rp 2,507.4 milyar, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5.19%), Sulawesi Tenggara (Di tahun 2002, PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar Rp.1,766,340.09 milyar, meningkat 5.62% disbanding 2000), Gorontalo (Di tahun 2001, total PDRB Propinsi Gorontalo adalah Rp 968,046 juta pada harga konstan. Atau meningkat 0.49% dibanding dengan gambaran PDRB di tahun 2000).

Dalam aktivitas perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) neraca perdagangan daerah Kawasan Timur Indonesia tetap surplus, yang artinya nilai impor daerah-daerah di KTI lebih kecil dibandingkan dengan nilai ekspor. Dalam aktivitas perdagangan dengan negara-negara BIMP-EAGA lainnya, daerah KTI memberikan kontribusi yang besar terhadap ekspor Indonesia secara keseluruhan, walaupun dalam periode 2000-2004 mengalami fluktuasi.

Di tahun 2000 Kalimantan Barat komoditi ekspor kayu dan bantalan kayu dengan negara tujuan Brunei Darussalam bernilai US$ 14.982 dengan volume 62.000 kg. Dan di tahun 2004 mengalami peningkatan nilai ekspor pada komoditi barang-barang kayu, Tds yaitu sebesar US$ 18.788 walaupun dalam volume barang mengalami penurunan yaitu sebesar 43.481 kg. Yang terbesar adalah nilai ekspor ke negara Malaysia untuk tahun 2000 nilai ekspor sebesar US$ 11.475.908 dengan volume 18.900.726 kg. Di tahun 2004 mengalami peningkatan nilai ekspor sebesar US$ 24.169.148 dengan volume 52.058.329 kg. Sebaliknya dengan Kalimantan Timur di tahun 2000 nilai ekspor ke Malaysia mencapai US$ 117.748.360 dengan komoditi Minyak bumi mentah mempunyai kontribusi terbesar yaitu US$ 78.900.407 tetapi di tahun 2004  mengalami penurunan yaitu sebesar US$ 105.117.743 dengan kontribusi terbesar dari sektor komoditi batubara, tidak diaglomerasi yaitu sebesar US$ 49.711.395. 

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan menyeluruh bahwasanya Provinsi-provinsi yang terlibat di dalam kerjasama BIMP-EAGA telah menampilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 10 tahun terakhir, hal tersebut patut disyukuri tetapi patut diwaspadai. Seperti pengamatan yang dilakukan oleh Sondakh terhadap pembangunan ekonomi Sulawesi Utara, bahwa:

Kewaspadaan perlu karena adanya kemungkinan pertumbuhan ekonomi tinggi itu tidak terutama bersumber pada produktivitas tetapi hanya pada modal dan sumber daya yang tidak sustainable.

Kewaspadaan disini timbul dikarenakan ditemukan sejumlah permasalahan bahkan keganjilan karena adanya hubungan antar variabel indikator ekonomi dan indikator sosial yang tidak logis. Keganjilan itu terlihat misalnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI) mendekati 10% pada tahun-tahun terakhir tetapi dengan tingkat penduduk miskin yang relatif tinggi, dari tingkat kemiskinan ini maka terdapat suatu hukum kausalitas antara tingkat penduduk miskin dan meningkatnya angka pengangguran.

Keterbatasan peluang kerja di luar sektor pertanian (sektor modern dan Industri) yang dapat menyerap pekerja tidak hanya memunculkan masalah pengangguran terbuka tetapi juga masalah setengah pengangguran
. Karena ada perbedaan struktur ekonomi antara KBI dan KTI, angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran di kedua kawasan ini berbeda. KBI dengan struktur lebih modern dibandingkan dengan KTI menunjukkan angka pengangguran terbuka lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia timur. Rata-rata pengangguran terbuka di KTI sekitar 5,4% sementara KBI sekitar 6%. Bila kita cermati angka pengangguran terbuka cukup tinggi di propinsi yang perekonomiannya lebih maju, seperti Jakarta (13,2%), Jawa Barat (9,0%) di KBI, dan Kalimantan Timur (7,7%) dan Sulawesi Selatan (6,45%) di KTI. Hanya perlu dicatat di Sulawesi Utara (9,3%) agak berbeda dengan daerah lain karena di daerah ini pengangguran terbuka ada kaitan dengan tingkat pendidikan.

 Pembangunan infra-struktur merupakan langkah awal yang sangat penting untuk melaksanakan industrialisasi sehingga ditempatkan dalam prioritas tertinggi dalam rencana modernisasi negara berkembang. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi perekonomian suatu bangsa juga dijelaskan oleh Jack Plano dan Roy Otton: 

Pembangunan infra-struktur merupakan basis ekonomi, politik, dan social untuk mendukung gerakan masyarakat dalam mencapai modernisasi. Pembangunan infras-struktur mencakup perubahan kelembagaan untuk mendukung upaya nasional dalam mengembangkan fasilitas teertentu seperti jalan raya, bendungan, jaringan kekuatan (power plants), komunikasi irigasi, system transportasi. Jika basis infrastruktur telah diciptakan, maka perekonomian suatu bangsa dapat bergerak (jika modal untuk menjalankan industrialisasi tersedia) ke arah tahapan pertumbuhan ekonomi self-sustaining. 

Menurut Rostow (1955) prasarana (infrastruktur) adalah prakondisi untuk ekonomi lepas landas. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kualitas prasarana pembangunan di Kawasan Timur Indonesia umumnya masih jauh ketinggalan di banding Pulau Jawa khususnya dan umumnya Kawasan Barat Indonesia.
  


Dalam kerjasama BIMP-EAGA ini yang terkait langsung adalah daerah, dimana pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk memasarkan daerah ke pasar luar negeri. 


Mudrajad Kuncoro, menjelaskan arti pentingnya infrastruktur, bahwa dalam memasarkan daerah memerlukan infrastruktur yang menunjang. 

infrastruktur merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah. Slogan dan image positioning tidak ada artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana yang mampu menarik orang, investasi dan modal

Sehingga lebih lanjut perlu adanya promosi infrastruktur terhadap pasar luar negeri. Beberapa faktor yang perlu ditekankan dalam mempromosikan infrastruktur adalah:

· Aksesibilitas: kemudahan untuk didatangi, mencakup jalan kereta api, airport, pelabuhan, sungai, transportasi umum, dan telekomunikasi.

· Kualitas infrastruktur: seberapa jauh sumber daya modal, fisik, dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi telah tersedia.

Pentingnya sarana infrastruktur ini dapat dilihat dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam kerjasama BIMP-EAGA. Misalnya, pada 1995 telah disepakati adanya landing right bagi pesawat-pesawat BIMP di wilayah EAGA. EAGA mengizinkan dua penerbangan dengan landing right di tambah dengan kemungkinan diizinkan sejumlah penerbangan dengan multidesignation. Di bidang perhubungan laut demikian juga. sekarang ini telah terdapat pelayanan hubungan laut langsung dari Manado ke General Santos dan Davao. Kerjasama lainnya telah terlihat di bidang perikanan bisnis minyak makan, pembangunan jalan tol, hubungan transportasi dan komunikasi, pembebasan fiscal antar wilayah BIMP-EAGA, adanya hubungan laut dari Bitung ke Davao dan General Santos, perhubungan udara dengan Royal Brunei dari Balikpapan ke Darussalam dan dari Manado ke Davao dan seterusnya. Dalam telekomunikasi keempat negara telah sepakat menurunkan tariff telekomunikasi antara daerah yang dicakup BIMP-EAGA.

Adanya fasilitas Infrastruktur ini sangatlah penting, karena arus investasi dari luar akan terus meningkat. Dimana investor-investor dari China, Korea Selatan, Jepang dan Australia akan berinvestasi langsung di daerah-daerah BIMP-EAGA, hal ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Indonesia. Seperti dikutip dari pernyataan pada acara JOINT COMMUNIQUE OF THE 37 ASEAN MINISTERIAL MEETING di Jakarta, 29-30 Juni 2004:   

We appreciated the recent mission conducted by China, and welcomed the commitment by Japan and Republic of Korea to Contribute in developing  Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). We took note of the interest of The Northern Territory of Australia to establish close linkages and partnership with the BIMP-EAGA ragion. 
 (Kita menghargai misi terbaru yang dipimpin oleh China, dan menyambut komitmen dari Jepang dan Republik Korea untuk memberikan bantuan dalam pengembangan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Pilipina- Timur Area Pertumbuhan ASEAN (BIMP-EAGA). Kita memperhatikan minat Wilayah Australia Utara untuk menetapkan persekutuan dan kerjasama dengan BIMP-EAGA ragion)
Pada pertemuan pemimpin negara BIMP-EAGA di Davao, Philipina, 10-12 September 2003, yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dihadiri oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’zzaddin Waddaulah dari Brunei Darussalam, Presiden Philipina Gloria Macapagal-Arroyo, Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir bin Mohamad, Presiden Asian Development Bank (ADB) Tadao Chino dan Sekretaris-Jenderal ASEAN Ong Keng Yong. Pertemuan tersebut membahas perkembangan dan arah kebijakan BIMP-EAGA di masa depan, yang mana telah memasuki tahun ke-10, dan mengkonfirmasi ulang komitmen ke empat negara-negara untuk menghidupkan kembali (terhenti akibat krisis Asia) prakarsa BIMP-EAGA di dalam kerangka ASEAN.

Pertemuan tersebut menghasilkan nota kesepahaman dari dukungan ADB terhadap BIMP-EAGA sebagai penasehat pengembangan regional. Key Agreements dalam pertemuan tersebut meliputi:
1. Taking coordinated action on security; (Pengambilan tindakan yang dikoordinir dalam hal keamanan)
2. Stepping-up public sektor support for this mainly private sektor-led initiative; (Meningkatkan dukungan sektor pemerintah (publik) kepada sektor swasta untuk memimpin inisiatif)
3. Paying greater attention to the coordination with outside-region particularly with "Plus 3 Countries (Japan, PRC and Korea)" and Northern Territory, Australia; and, (Memberikan perhatian lebih besar untuk mengkoordinasi dengan kawasan diluar BIMP-EAGA terutama sekali dengan "Plus 3 Countries (Jepang, PRC (Cina) dan Negara Korea)" dan Wilayah Australia Utara)
4. Stepping up infrastructure development in the subregion.
. (Meningkatkan pengembangan infrastruktur dalam subregion)

Pertemuan tersebut menyetujui untuk mengejar suatu pendekatan pragmatis untuk memacu kerjasama dalam kerangka proyek BIMP-EAGA dan memberikan rekomendasi terhadap MM (Ministerial Meeting) dan SOM (Senior Officials Meeting) untuk memfokuskan dalam kerjasama BIMP-EAGA, yaitu pada kerjasama Pariwisata, transportasi dan sektor agro-industry. Menteri Perhubungan negara-negara BIMP-EAGA bertugas untuk melakukan pertemuan dan memelopori lebih lanjut untuk mempromosikan pengembangan daratan, udara dan hubungan laut agar dapat mendorong aliran wisatawan, barang-barang dan jasa.

Laporan Hasil Pertemuan Informal SOM/MM BIMP-EAGA di Davao, Philipina, Hasil-hasil penting pertemuan antara lain adalah:
1. Strengthening of institutional mechanism of BIMP-EAGA including the BIMP Facilitation Center (BIMP-FC) at Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia; (Memperkuat mekanisme kelembagaan BIMP-EAGA yang mencakup BIMP-Facilitation Center (BIMP-FC) di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.)
2. Constitution of four cluster working groups including: (i) Natural Resources Development; (ii) Transport and Infrastructure Development; (iii) Joint Tourism Development; and (iv) SME
 Development and Capital Formation and Financial Services. Each of the BIMP-EAGA members will serve as a lead coordinator for these groups; (Konstitusi dari empat ikatan kelompok kerja mencakup: (i) Pengembangan sumber daya alam; (II) Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur; (III) Pengembangan Hubungan Pariwisata; dan (IV) Pengembangan SME (Small Medium Scale-Enterprise) atau UKM (Usaha Kecil Menengah) dan pembentukan modal dan jasa keuangan. Masing-Masing anggota BIMP-EAGA akan bertindak sebagai koordinator untuk kelompok ini).


3. EABC’s Medium-Term Financial Sustainability Plan (2003-2007), which would provide business development services for EAGA entrepreneurs including marketing information; and (Rencana Jangka menengah Bagi Keuangan yang berkesinambungan (2003-2007), dimana antara lain akan memberikan pelayanan jasa pengembangan bisnis untuk usahawan EAGA termasuk informasi pemasaran)
4. Strengthening security cooperation and facilitating cross-border movement of people, goods, and services in BIMP-EAGA.
 (Memperkuat kerjasama keamanan dan kemudahan lintas batas berupa kemudahan mobilisasi penduduk, barang-barang, dan jasa dalam wilayah BIMP-EAGA)
Pertemuan Tingkat Menteri (MM) BIMP-EAGA ke-9 diselenggarakan pada tanggal 26 November 2004 di Balikpapan, Kalimantan Timur - Indonesia. Delegasi Brunei Darussalam dipimpin oleh Pehin Dato Mohd Ali Mohd Daud, Deputy Minister of the Ministry of Foreign Affairs. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum RI. Delegasi Malaysia dipimpin oleh Tan Sri Bernard Giluk Dompok, Ministry of The Prime Ministers Department. Delegasi Philippina dipimpin oleh ME Jesus G. Dureza, Presidential Assistant for Mindanao and MEDCO Chairman Philipphines.

Dengan garis besar dari hasil kegiatannya yaitu : 
1. Kerjasama BIMP-EAGA masih perlu diperkuat dan ditingkatkan menuju masyarakat yang makmur dan berkehidupan baik, menekankan perlunya meneruskan usaha untuk mewujukan visi dari kerjasama dan integrasi ekonomi. 

2. Perlu memberi perhatian yang lebih terhadap pembangunan infrastruktur seperti peningkatan aksesibilitas dan ketersambungan dalam wilayah EAGA yang akan memberikan dimensi kerjasama ekonomi yang meliputi peningkatan perdagangan, pertukaran budaya dan sosial serta membangun strategi promosi pariwisata bersama dan mencari kemungkinan pembangunan jaringan antar pelaksana pengusaha wisata di dalam wilayah BIMP-EAGA. 

3. Sepakat untuk mengiplementasikan hasil pertemuan pemimpin negara BIMP-EAGA tahun 2003 di Bali termasuk pengembangan perdagangan dan tata cara penanaman modal, mempromosikan perdagangan eksternal dan pemanfaatan lahan, pengembangan perhubungan udara dan laut dalam rangka pembangunan wilayah EAGA.

Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2001-2005 menyatakan bahwa :

Selanjutnya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, Indonesia sebagai negara berkembang harus menggalang kerjasama ekonomi bilateral, regional, antar negara-negara Selatan, dan internasional. Hal ini diperlukan untuk menghadapi tekanan sepihak dari negara maju yang merugikan, mengembangkan kerja sama antarnegara yang saling menguntungkan dan memperjuangkan aturan main dan bagian yang adil dari proses globalisasi dan proses integrasi ekonomi dunia.

Dari rangkaian konsepsi teoritis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk mempercepat pertumbuhan regional, dibentuklah kawasan-kawasan pertumbuhan (IMS-GT, IMT-GT dan BIMP-EAGA), yang didasarkan atas: lokasi geografis, potensi sumberdaya alam, ketersediaan infrastruktur, dan keterkaitan antar wilayah. Antar kawasan pertumbuhan ini semestinya dapat saling mendukung dan tidak saling bersaing. Bagi Pemerintah Indonesia kerjasama BIMP-EAGA dapat mereduksi ketimpangan pembangunan antara KBI (Kawasan Barat Indonesia) dan KTI (Kawasan Timur Indonesia) antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang memadai sehingga mobilisasi orang, barang (Intensitas perdagangan), dan jasa akan berjalan dengan baik. Fasilitasi tersebut juga akan menjadikan arus investasi meningkat di samping adanya situasi keamanan, politik yang kondusif serta kebijakan investasi yang mendukung.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan konklusi di atas, penulis mencoba mengemukakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Perlu adanya political will (tataran kebijakan politik) yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk harmonisasi kebijakan antara negara-negara anggota EAGA guna meningkatkan pembangunan daerah pinggiran di Indonesia.

2. Liberalisasi perdagangan dalam skala yang lebih kecil yaitu berupa kerjasama ekonomi sub regional kawasan pertumbuhan (Growth Area) menjadikan pendorong bagi pembangunan ekonomi di Indonesia yang mengarah pada peningkatan daya saing serta pengembangan potensi-potensi daerah.

3. Mekanisme pasar bagi Indonesia disamping adanya keterlibatan sektor swasta harus diikuti pula oleh campur tangan pemerintah sebagai fasilitator dalam membuat kebijakan dan membangun infrastruktur yang memadai.

2. 
Hipotesis Penelitian

Untuk menguji pengaruh kerjasama ekonomi sub regional-ASEAN, yaitu Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR), BIMP-EAGA terhadap perekonomian daerah pinggiran di Indonesia, maka peneliti akan mengajukan hipotesis yang akan dirumuskan sebagai berikut :

Jika pembentukan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) BIMP-EAGA dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah-daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai maka dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah pinggiran di Indonesia ditandai adanya peningkatan investasi, serta intensitas perdagangan di daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia.
D. Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis).

Supaya variabel-variabel dalam hipotesis dapat di verifikasi, harus ditetapkan indikator-indikator dari variabel-variabel penelitian, dengan menggunakan tolok ukur berdasarkan konsep teoritik, konsep empirik dan konsep analisis. Maka peneliti akan menuangkannya ke dalam tabel operasional variabel dan indikator di bawah ini:
Tabel. 1

Operasionalisasi Variabel

	Variabel dalam Hipotesis

(Teoritik)
	Indikator

(Empirik)
	Verifikasi

(Analisis)

	Variabel Bebas :

Jika pembentukan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) BIMP-EAGA dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah-daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai
	1. Adanya perluasan jaringan perhubungan udara, laut, darat dalam wilayah BIMP-EAGA.

2. Dukungan dari regional Government dan national Government berupa penyediaan prasarana dan sarana dalam mendukung kerjasama ekonomi BIMP-EAGA.


	1. Data (fakta dan angka) perluasan jaringan perhubungan udara, perhubungan laut dan darat dalam wilayah BIMP-EAGA.

2. Data (fakta dan angka) penyediaan prasarana dan sarana dalam mendukung kerjasama ekonomi BIMP-EAGA.

	Variabel Terikat :

maka dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah pinggiran di Indonesia ditandai adanya peningkatan investasi, serta intensitas perdagangan di daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia.


	1. Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial daerah di Kawasan Timur Indonesia.

2. Adanya peningkatan investasi, intensitas perdagangan, yang tercermin dari peningkatan nilai eksport.


	1. Data (fakta dan angka) mengenai Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial daerah-daerah pinggiran di Indonesia dalam wilayah BIMP-EAGA.

2. Data (fakta dan angka) investasi, intensitas perdagangan, yang tercermin dari peningkatan nilai eksport.


Skema Kerangka Pemikiran




E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Unit analisa yang dianggap sebagai variabel dependen yaitu Pengaruh Kerjasama BIMP-EAGA terhadap pembangunan daerah pinggiran di Indonesia, sedangkan unit eksplanasinya yang dianggap sebagi variabel independen yaitu Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), jadi unit eksplanasinya (unit yang dianggap sebagai variabel independent) menunjukkan pada tingkat analisa yang lebih tinggi yaitu analisa induksionis. Dimana terjadi suatu kerjasama ekonomi antar negara dalam suatu kawasan yang mempengaruhi perkembangan pembangunan dalam satu negara. Hubungan kerjasama ekonomi internasional antar negara yang merupakan bagian dari ilmu Hubungan Internasional.

2.  Metode Penelitian

Dalam  penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dikenal dengan nama metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan, masalah yang diselidiki dengan menggambarkannya menjadi kajian pada saat sekarang berdasarkan data-data yang diperoleh, disusun, diklarifikasi dan dianalisis. Berdasarkan metode tersebut, penulis mencoba untuk mengaplikasikan terhadap kajian yang diteliti guna menggambarkan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pengaruh kerjasama ekonomi sub Regional (KESR) BIMP-EAGA terhadap pembangunan daerah pinggiran di Indonesia dalam hal ini Kawasan Timur Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.
Studi kepustakaan, yaitu usaha untuk mencapai dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi yang berkaitan mengenai Kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA di kawasan Asia Tenggara serta konsep-konsep serta pendapat-pendapat mengenai berbagai teori tentang kerjasama ekonomi BIMP-EAGA dan kaitannya dengan pembangunan daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

F. Lokasi dan Lama Penelitian

Lokasi Penelitian



Lokasi penelitian akan dilakukan di pusat-pusat informasi dan lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Antara lain :

Sekretariat ASEAN

Jl. Sisingamangaraja 70A, Jakarta – 12110

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Jl. Taman Pejambon No. 4 (EX. BP 7), Jakarta Pusat.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta, Gedung Utama Lantai 4
CSIS (Center for Strategic International Studies)

Jl. Tanah Abang III/23-27 Jakarta.

Lama Penelitian

Penelitian akan dilakukan dalam waktu lima bulan dimulai pada bulan Maret 2005 sampai dengan selesai.
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Kerjasama Ekonomi Sub Regional, BIMP-EAGA.


Internal


Kebutuhan Kebijakan baru bagi Indonesia untuk kerjasama ekonomi sub regional











Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memeratakan pembangunan di Indonesia dengan mengoptimalkan kerjasama BIMP-EAGA sebagai upaya meningkatkan pembangunan daerah pinggiran.





Efektifitas KESR, BIMP-EAGA terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia
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Indikator Sosial








GNP per kapita 


Laju pertumbuhan ekonomi 


GDP per kapita


Intensitas Perdagangan dan Investasi.





Pembangunan infra-struktur merupakan basis ekonomi, politik, dan social untuk mendukung gerakan masyarakat dalam mencapai modernisasi. Pembangunan infras-struktur mencakup perubahan kelembagaan untuk mendukung upaya nasional dalam mengembangkan fasilitas teertentu seperti jalan raya, bendungan, jaringan kekuatan (power plants), komunikasi irigasi, system transportasi. Jika basis infrastruktur telah diciptakan, maka perekonomian suatu bangsa dapat bergerak (jika modal untuk menjalankan industrialisasi tersedia) ke arah tahapan pertumbuhan ekonomi self-sustaining. (Jack Plano dan Roy Otton, 1999)





KESIMPULAN





Indeks Mutu Hidup (harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian, dan tingkat melek hurup)


Human Developmen Index (Indeks Pembangunan Manusia/IPM)


Tingkat Pengangguran
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